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2.1. Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya yang mungkin memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti. Penelitian terdahulu juga menjadi salah satu bahan pertimbangan sehingga dapat 

memberi referensi dalam menulis ataupun mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Berikut 

adalah penelitian yang menjadi acuan dan referensi peneliti dalam melakukan penelitian: 

1. Neneng Siti Maryam JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM 6, 2017 

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi 

kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan 

administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Di Indonesia, 

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara agar memenuhi 

kebutuhan dasar setiap warganya demi kesejahteraannya, sehingga efektivitas suatu 

sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan 

publik. Penyelenggara pelayanan publik di Indonesia adalah semua organ negara seperti 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota). Dalam hal ini, 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pun pada alinea ke-4 secara tegas menyatakan 

bahwa salah satu tujuan didirikan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan 

kesejahteraan publik dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Faktor yang mempengaruhi 

tidak berjalannya pelayanan publik dengan baik yaitu: Masalah struktural birokrasi 

yang menyangkut penganggaran untuk pelayanan publik. Yang mempengaruhi kualitas 

pelayanan publik adalah adanya kendala kultural di dalam birokrasi. Selain itu ada pula 

faktor dari perilaku aparat yang tidak mencerminkan perilaku melayani, dan sebaliknya 

cenderung menunjukkan perilaku ingin dilayani. Kondisi birokrasi Indonesia saat ini 

sudah tidak sesuai dengan tuntutan organisasional yang baru. Di Indonesia, birokrasi di 

departemen atau pemerintahan paling rendah, yang diutamakan adalah masukan dan 

proses, bukan hasil. Karenanya, yang selalu diperhatikan oleh para pelaku birokrasi 

adalah jangan sampai ada sisa pada akhir tahun buku. 

2. Agus Dwiyanto, UGM Press, 2021 

Buku ini semula adalah serangkaian modul pelatihan “Pelayanan Publik yang 

Berwawasan Good Governance” yang diselanggarakan oleh JICA bekerjasama dengan 

Badan Diklat Provinsi Sumatera Utara dan Badan Diklat Departemen Dalam Negeri. 

Karenanya, buku ini menjelaskan bukan hanya konsep “good governance” tetapi juga 

menjelaskan ciri-ciri pelayanan publik yang mencerminkan praktik governance yang 

baik. Bahkan, buku ini dengan jelas mendiskusikan good and bad practices dalam 

penyelengaraan pelayanan publik di Indonesia. Dengan membaca buku ini, para agen 

pembaharu, pimpinan organisasi publik, mahasiswa, dan peneliti dapat memperoleh 

informasi yang lengkap mengenai aspek dari reformasi pelayanan publik untuk 

mewujudkan praktik governance yang baik. Dengan demikian, mereka diharapkan 

dapat mengembangkan kebijakan dan program aksi untuk memperbaharui praktik 

pelayanan publik. Dengan terbitnya buku yang dapat dinikmati oleh khalayak luas ini, 



diharapkan pemikiran mengenai reformasi pelayanan publik untuk mewujudkan good 

governance dapat disebarluaskan kepada para agen pembaharu, pimpinan organisasi 

publik, mahasiswa, dan peneliti yang berkepentingan dengan terwujudnya good 

governance di Indonesia. 

2.2 Tinjauan Umum 

2.2.1 Pengertian Good Governance  

Penerapan prinsip-prinsip good governance sangat penting dalam pelaksanaan 

pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja aparatur negara. Hal ini karena pemerintah 

merancang konsep prinsip-prinsip good governance untuk meningkatkan potensi 

perubahan dalam birokrasi agar mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, di samping 

itu masyarakat masih menganggap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi 

pasti cenderung lamban, tidak profesional, dan biayanya mahal. 

Gambaran buruknya birokrasi antara lain organisasi birokrasi gemuk dan 

kewenangan antar lembaga yang tumang tindih, sistem, metode, dan prosedur kerja belum 

tertib, pegawai negeri sipil belum profesional, belum netral dan sejahtera, praktik korupsi, 

kolusi dan nepotisme masih mengakar, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program 

belum terarah, serta disiplin dan etos kerja aparatur negara masih rendah. 

Menurut Sadjijono (2007:203) good governance mengandung arti: “Kegiatan suatu 

lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang 

berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara”. Sedangkan menurut IAN & BPKP (2005:5) 

yang dimaksud dengan good governance adalah: “Bagaimana pemerintah berinteraksi 

dengan masyarakat dan mengelola sumber-sumber daya dalam pembangunan”. Peraturan 

Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, merumuskan arti good governance sebagai berikut: 

“Kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, 

akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivias, supremasi 

hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”. 

Dari definisi-definisi yang telah diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa good 

governance mengandung arti kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan 

berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita 

negara di mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam berbagai 

tingkatan pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial-budaya, 

politik, dan ekonomi. 

Menurut dokumen United Nations Development Progra (UNDP), tata 

pemerintahan adalah: “Penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi guna 

mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat”. Tata pemerintahan mencakup 

seluruh mekanisme proses dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok 

masyarakat mengutarakan kepentingan mereka menggunakan hak hukum, memenuhi 

kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka. Namun untuk 

ringkasnya, good governance pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan 

yang baik. Kata ‘baik’ di sini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu 

sesuai dengan prinsip-prinsip dasar good governance. 

2.2.2 Pelaksanaan Good Governance di Indonesia  



Penerapan good governance di Indonesia dilatarbelakangi oleh dua hal yang sangat 

mendasar: 

a. Tuntutan eksternal: Pengaruh globalisasi telah memaksa kita untk menerapkan 

good governance. Istilah good governance mulai mengemuka di Indonesia pada 

akhir tahun 1990-an, seiring dengan interaksi antara pemerintah Indonesia dengan 

negara-negara luar dan lembaga-lembaga donor yang menyoroti kondisi objektif 

situasi perkembangan ekonomi dan politik dalam negeri Indonesia. 

b. Tuntutan internal: Masyarakat melihat dan merasakan bahwa salah satu penyebab 

terjadinya krisis multidimensional saat ini adalah terjadinya juse of power yang 

terwujud dalam bentuk KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), dan sudah 

sedemikan rupa mewabah dalam segala aspek kehidupan. Masyarakat menilai 

praktik KKN yang paling mencolok kualitas dan kuantitasnya adalah justru yang 

dilakukan oleh cabang-cabang pemerintahan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 

Pelaksanaan good governance yang baik adalah bertumpu pada tiga pilar dan 

penerapannya akan berjalan dengan baik jika didukung oleh tiga pilar yang saling 

berhubungan, yaitu negara/pemerintah dan perangkatnya sebagai regulator, dunia 

usaha. 

2.2.3 Pengertian Pelayanan Publik 

Salah satu tugas pokok terpenting pemerintah adalah memberikan pelayanan 

publik kepada masyarakat. Pelayanan publik merupakan pemberian jasa oleh pemerintah, 

pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau 

tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Ada tiga 

alasan mengapa pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai mengembangkan 

dan menerapkan good governance di Indonesia, yaitu: 

a. Pelayanan publik selama ini menjadi ranah dimana negara diwakili pemerintah 

berinteraksi dengan lembaga non pemerintah. Keberhasilan dalam pelayanan 

publik akan mendorong tingginya dukungan masyarakat terhadap kerja birokrasi. 

b. Pelayanan publik adalah ranah di mana berbagai aspek clean dan good governance 

dapat diartikulasikan secara mudah. 

c. Pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur governance, yaitu 

pemerintah, masyarakat, dan mekanisme pasar.  

Menurut Robert (1996:30) yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah: 

“Segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah 

pusat, di daerah dan lingkungan badan usaha milik negara atau daerah dalam barang atau 

jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka 

pelaksanaan ketertiban-ketertiban”.  

Sedangkan menurut Widodo (2001:131) pelayanan publik adalah: “Pemberian 

layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada 

organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan”. 

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinikan pelayanan 

publik sebagai berikut: “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 



bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif 

yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. 

Dari definisi-definisi yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil 

kesipulan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan 

dan kebutuhan masyarakat pada penyelenggaraan negara. Negara didirikan oleh publik 

atau masyarakat dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada 

hakekatnya negara dalam hal ini birokrasi haruslah dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi 

berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat. 

2.3 Kerangka Pikir 

Konsep good governance sebenarnya telah lama dilaksanakan oleh semua pihak yaitu 

pemerintah, swasta, dan masyarakat. Namun demikian, masih banyak yang rancu memahami 

konsep governance. Secara sederhana, banyak pihak menerjemahkan governance sebagai tata 

pemerintahan. Tata pemerintahan di sini bukan hanya dalam pengertian struktur dan 

manajemen lembaga yang disebut eksekutif, karena pemerintah (government) hanyalah salah 

satu dari tiga aktor besar yang membentuk lembaga yang disebut governance. Dua aktor lain 

adalah private sector (sektor swasta) dan civil society (masyarakat madani). Karenanya, 

memahami governance adalah memahami bagaimana integrasi peran antara pemerintah 

(birokrasi), sektor swasta dan civil society dalam suatu aturan main yang disepakati bersama.  

Lembaga pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan ekonomi, politik, sosial, 

budaya, hukum dan keamanan yang kondusif. Sektor swasta berperan aktif dalam 

menumbuhkan kegiatan perekonomian yang akan memperluas lapangan pekerjaan dan 

meningkatkan pendapatan, sedangkan civil society harus mampu berinteraksi secara aktif 

dengan berbagai macam aktivitas perekonomian, sosial dan politik termasuk bagaimana 

melakukan kontrol terhadap jalannya aktivitas-aktivitas tersebut. 

Berdasarkan pemahaman atas pengertian governance tersebut, maka penambahan kata 

sifat good dalam governance bisa diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik atau positif. 

Letak sifat baik atau positif itu adalah manakala ada pengerahan sumber daya secara maksimal 

dari potensi yang dimiliki masing-masing aktor tersebut atas dasar kesadaran dan kesepakatan 

bersama terhadap visi yang ingin dicapai. Governance dikatakan memiliki sifat- sifat yang 

good, apabila memiliki ciri-ciri atau indikator-indikator tertentu. 
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